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PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum, dasar pijakan yang menyatakan
negara Indonesia adalah negara hukum ini tertuang secara tegas dalam Pasal 1
ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni
Perubahan Ketiga yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.!
Konsep negara hukum akan mengarah kepada tujuan agar terciptanya suatu
kehidupan yang demokratis, terlindunginya Hak Asasi Manusia, serta akan
menciptakan suatu kesejahteraan yang berkeadilan.

Manusia merupakan makhluk sosial dan dinamis sehingga hal ini
menyebabkan manusia tidak dapat berdiam diri untuk waktu yang lama untuk
memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam masa modern seperti saat sekarang ini
aktifitas manusia sangat terbantu dengan adanya teknologi yang tentunya akan
mempermudah setiap pergerakan yang akan dilakukan. Salah satu hal yang
dapat membantu pekerjaan manusia yakni dalam bidang Transportasi.

“Ketika berbicara mengenai transportasi, tidak akan bisa dilepaskan
dengan adanya kendaraan bermotor dan kendaraan roda empat atau biasa
disebut mobil, akan tetapi kendaraan bermotor lebih banyak diminati

dikarenakan kendaraan bermotor dapat digunakan untuk menempuh jarak

1 Winarno, Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan Panduan Kuliah di Penguruan Tinggi,
Jakarta:Bumi Aksara,2017, Hal. 122



yang jauh dengan waktu yang singkat”.? Dengan berbagai banyak
kelebihan dan kekurangan yang didapat dari kendaraan bermotor tetap saja akan
menimbulkan masalah-masalah seperti halnya kurang kesadaran masyarakat
dalam tertib berlalu lintas, menerobos lampu merah, masih banyak orangtua
yang telah memberikan kendaraan bermotor kepada anak-anaknya padahal
belum memiliki cukup umur untuk menjadi pengendara motor yang sesuai
dengan yang telah ditetapkan sehingga akan menimbulkan pelanggaran-
pelanggaran lalu lintas.

“Pelanggaran Lalu Lintas merupakan suatu keadaan di mana adanya
ketidaksesuaian antara aturan dan pelaksanaannya, hal ini telah diterapkan
kepada negara dan sudah belaku secara sah, dalam meyelusuri peraturan yang
tertera masyarakat sebagai pelaksananya, jika hal tersebut tidak dilaksanakan
maka disebut pelanggaran lalu lintas”.

Pelanggaran Lalu Lintas adalah perbuatan yang bertentangan dengan
lalu lintas ataupun peraturan-peraturan pelaksana, baik hal tersebut akan
menimbulkan suatu kerugian jiwa atau benda dan juga keamanan, kelancaran
lalu lintas. Dengan adanya suatu peraturan yang mengatur sehingga akan dapat
menekan jumlah kecelakaan yang sering terjadi dalam jalan raya dan juga
dampak-dampak serius lainnya tersebut akan berkurang.

“Pelanggaran Lalu Lintas tidak diatur secara khusus pada KUHP tetapi

ada delik-delik yang menyangkut yang disebutkan dalam KUHP , misalnya

2 Alamsyah, Tinjauan Kriminologis Pelanggaran Lalu Lintas yang Dilakukan oleh Remaja di
Wilayah Hukum Polres ToliToli, Jurnal limu Hukum Legal Opinion. Edisi 1, Vol.1, 2013, Hal. 1
8 Junef, M. Perilaku Masyarakat terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) dalam Berlalu
Lintas. Jurnal Widya Yustisia, 1(1), 2014. Hal. 56-60



dalam kealpaanya menyebabkan matinya orang (Pasal 359), karena kealpannya
menyebabkan lain luka berat (Pasal 360), karena kealpaannya menyebabkan
bangunan-bangunan, trem Kkereta api, telegram, telepon, dan listrik sebagainya
hancur atau rusak (Pasal 409)”.4

Pelanggaran Lalu Lintas terjadi salah satunya dikarenakan masih
kurangnya kesadaran pengendara mengenai hal-hal yang diperbolehkan dan
tidak diperbolehkan dalam mengendarai kendaraan, selain itu banyak terjadi
karena masih kurangnya peran orang tua dalam memberikan pengertian kepada
anak-anaknya yang belum memiliki cukup umur untuk tidak mengendarai
kendaraan bermotor di jalan raya. Pelanggaran yang dilakukan diantaranya
tidak menggunakan helm, tidak memiliki SIM, hingga ugal-ugalan di jalan raya.

Anak merupakan harapan dari bangsa dan negara dikemudian hari
sehingga tidak bisa dikesampingkan dari hal-hal yang akan mengakibatkan
suatu masalah yang tentunya juga akan marugikan untuk dirinya sendiri dan
juga orang lain. “Anak-anak yang menggunakan kendaraan bermotor dengan
masih kurangnya pemahaman yang sesuai dengan peraturan-peraturan yang
ada, sehingga sangat beresiko untuk mereka. Dalam Pasal 81 ayat 1 Undang-
undang Nomor 22 tahun 2009 disebutkan bahwa anak-anak yang belum cukup
umur tidak diperbolehkan untuk mengendarai kendaraan bermotor”.°

“Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) dalam Pasal 330

dikatakan bahwa yang belum dewasa yakni mereka yang belum genap umur 21

4 Moeljatno, Asas Asas Hukum Pidana, Rieneka Cipta , Jakarta, 2008. Hal. 23

5 Cahya, Rhendra, Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anank
Sebagai Pengendara Sepeda Motor. Jurnal IImiah Ilmu Hukum, No. 16, Agustus 2020. Hal. 1915-
1920



tahun dan tidak kawin, dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana pasal 45
yang belum cakap umur dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang
belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur 16 tahun, serta
orang yang cakap hukum menurut Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 11
Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yakni Anak yang Berkonflik
dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur
18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.®

“Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Anak tidak memberikan penjelasan terhadap pelanggaran lalu lintas
yang dilakukan oleh anak karena tindak pidana pelanggaran lalu lintas
diselesaikan dalam sistem peradilam umum, apabila pelanggaran lalu lintas
dilakukan oleh anak seharusnya hal tersebut dapat diselesaikan melalui Sistem
Peradilan Anak, karena pelanggaran lalu lintas tersebut dilakukan oleh anak”.’

Pihak-pihak yang memiliki tanggungjawab atas pengguna jalan raya
telah berusaha untuk menekan segala kemungkinan yang akan terjadi di jalan
raya, seperti membuat peraturan yang disusun dan diterapkan sebaik mungkin
disertai dengan adanya sosialisasi kepada masyarakat. “Hal ini dilakukan untuk
memperlancar dan manjaga keamanan saat berada di jalan raya, sehingga
masalah-masalah yang kemungkinan terjadi seperti kemacetan lalu lintas,
pelanggaran lalu lintas, dan masalah lainnya bisa diatasi dan

diminimalisirkan”.®

& Wicaksono, Agus Herwindu, Tindak Pidana Pelanggaran Pidana Lalu Lintas oleh Anak dalam
Proses Acara Peradilan Cepat, Badamai Law Journal, Vol. 4, Issues 2, September, 2019. Hal 283
" 1bid

8 Amriani, Tinjauan terhadap Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak Dibawah Umur Diwilayah
Polres Jeneponto. 2017. Hal. 3



“Polri merupakan alat Negara yang memiliki peran memiliki keamanan.
Berdasarkan Pasal 2 Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia menyebutkan, fungsi dari Kepolisian adalah salah
satunya fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan
ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan
pelayanan kepada masyarakat”. °

Polisi Lalu Lintas merupakan unur pelaksana dimana memiliki tugas
menyelenggarakan tugas kepolisian yang mencakup penjagaan, pengaturan,
pengawalan dan patrol Pendidikan, Pendidikan masayarakat dan rekayasa lalu
lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor,
penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu
lintas, guna memelihara keamanan ketertiban dan kelancaran lalu lintas. °
Setiap orang yang berlalu lintas menggunakan jalan raya harus mematuhi setiap
rambu lalu lintas yang ada seperti apa yang telah ditetapkan dalam peraturan
perundang-undangan tanpa memandang statusnya dalam masyarakat, termasuk
pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak.

Anak jika dilihat dari sisi umur juga belum memiliki surat izin
mengemudi (SIM), sedangkan didalam Pasal 77 ayat 1 UU No. 22 Tahun 2009
disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib

memiliki surat izin mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan yang akan

mereka kemudikan. Dengan tidakkesesuain antara anak yang mengemudikan

® Tasaripa, Kasman. Tugas dan Fungsi Kepolisian dalam Perannya sebagai Penegak Hukum
Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian. Jurnal llmu Hukum Legal
Opinion, Edisi 2, Vol.1, 2013

10 Suyanto , Pidana dalam Pelanggaran Lalu Lintas yang dilakukan Anak Dalam Kasus
Kecelakaan Lalu Lintas.Universitas Muhammadiyah Magelang. 2019



kendaraan bermotor dengan umur yang mereka miliki sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku menarik untuk penulis untuk mengambil
tema ini, penulis mengambil khususnya di Kota Surakarta melihat jumlah
pengendara kendaraan bermotor yang semakin banyak di Kota Surakarta.

Atas permasalahan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian
dalam penulisan skripsi ini dengan mengangkat judul : EFEKTIFITAS
PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS

OLEH ANAK DI WILAYAH HUKUM POLRESTA SURAKARTA.

. Pembatasan Dan Rumusan Masalah
1. Pembatasan Masalah
Ruang lingkup dan objek dalam suatu penelitian harus dibatasi, hal
ini bertujuan agar penelitian yang dilakukan dapat mengarah kepada
pembahasan yang diharapkan oleh peneliti, fokus pada hal yang telah
disusun dan juga tidak menimbulkan kekeliruan oleh pembaca. Penelitian ini
dibatasi pada efektifitas penerapan sanksi terhadap pelanggaran lalu lintas
oleh anak dibawah umur diwilayah hukum Polresta Surakarta.
2. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka yang
menjadi rumusan masalah dari penelitian ini adalah :
a. Bagaimana efektifitas penerapan sanksi terhadap Pelanggaran Lalu Lintas

yang dilakukan anak oleh di wilayah hukum Polresta Surakarta?



b. Apakah hambatan dan kendala yang dihadapi oleh aparat kepolisian
dalam melakukan penerapan sanksi terhadap anak yang melakukan
pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polresta Surakarta?

c. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pelanggaran Lalu Lintas yang

dilakukan oleh Anak?

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan uraian dari latar belakang dan rumusan masalah diatas,
maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan sanksi terhadap Pelanggaran Lalu Lintas yang
dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polresta Surakarta.

2. Untuk mengetahui hambatan dan kendala yang dihadapi oleh aparat
penegak hukum dalam penerapan sanksi terhadap Pelanggaran Lalu Lintas
yang dilakukan oleh anak dibawah umur di wilayah hukum Polresta
Surakarta.

3. Untuk mengetahui hukum Islam terhadap pelanggaran Lalu Lintas yang

dilakukan oleh anak.

D. Manfaat Penelitian
Dalam penelitian ini penulis sangat berharap adanya manfaat serta
kegunaan demi kemaslahatan umat yang dapat diambil. Adapun manfaat yang
dapat diperoleh dari penelitian hukum di antaranya:
1. Manfaat Teoritis
Penulis berharap penelitian ini bisa memberikan sumbangan pemikiran

pada pengembangan ilmu hukum dan terkhusus pada kaitannya dengan



Efektifitas dari penerapan sanksi terhadap pelanggaran lalu lintas yang

dilakukan oleh anak dibawah umur dalam eilayah hukum Polresta Surakarta.

2. Manfaat Praktis

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban dari
problematika yang akan diteliti serta dapat memberikan suatu deskripsi dan
informasi terhadap penelitian yang sejenis

b. Mengembangkan penalaran, khususnya dibidang hukum serta pola pikir

yang sistematis dan dinamis bagi penulis.

E. Kerangka Pemikiran
“Kerangka pemikiran memuat tentang uraian teori atau konsep dimana
bersumber dari berbagai literatur atau kepustakaan yang berfungsi memberikan
arahan atau panduan kepada penulis untuk memahami suatu masalah yang akan
diteliti dalam penulisan skripsi ini”.** Dalam penelitian ini digambarkan melalui

bagan sebagai berikut:

11 Absori, Kelik Wardiono dan Natangsa Surbekti, Pedoman Penyusunan Skripsi, Surakarta: FH
UMS, 2010, Hal.18
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Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Transportasi merupakan komponen utama dalam sistem hidup dan
kehidupan, sistem pemerintahan, dan sistem kemasyarakatan.'? Dengan adanya

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Lalu Lintas dan Angkutan

12 Aminah, Siti. Transportasi Publik dan Aksesibilitas Masyarakat Perkotaan, Universitas
Airlangga
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Jalan merupakan suatu pembaharuan hukum untuk menciptakan suatu keadaan
yang sesuai dengan tatanan hidup yang telah diatur dalam peraturan perundang-
undangan yakni menciptakan suatu keteraturan dikehidupan masyarakat dan
bernegara dan juga akan dapat membantu peningkatan dalam sektor ekonomi
apabila sektor transportasi dapat terus diperbaiki tatanannya.

Semakin hari semakin meningkatkan jumlah pengguna di jalan raya,
salah satunya pengguna kendaraan bermotor. Hal tersebut tentunya akan
menimbulkan masalah baru yakni pelanggaran Lalu Lintas. Pelanggaran Lalu
Lintas seperti menerobos lampu merah, tidak menggunakan helm, ugal-ugalan
di jalan raya serta tidak memiliki surat-surat yang lengkap seperti SIM dan
STNK.

Anak juga tidak luput dari salah satu pelanggar tersebut, anak yang
masih dalam masa pubertas dan juga masih dalam masa mencari jati diri
membuat mereka masih dalam tahap pengenalan terutama juga dalam bidang
Transportasi. Anak-anak yang sudah diberikan kendaraan bermotor oleh orang
tuanya, padahal orangtuanya tau bahwa anaknya belum cukup umur untuk
mengendarai kendaraan bermotor. Hal ini tentunya akan menimbulkan masalah
yang cukup serius dan akan berakibat untuk dirinya sendiri dan juga pada
pengguna jalan raya lainnya.

Aparat Kepolisian sebagai garda redepan dalam penegakan sanksi
kepada pelanggar anak harus tegas dalam penerapan sanksi. Dengan adanya
Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak
memberikan kepastian hukum kepada anak yang melakukan tindak pidana,

tetapi dalam kasus pelanggaran lalu lintas tetap akan menggunakan Undang-
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Undang Lalu Lintas. Sehingga efektifitas dari penerapan sanksi pelanggar Lalu
Lintas oleh anak khususnya diwilayah hukum Polresta Surakarta dan juga
hambatan dan kendala yang dihadapi oleh para aparat hukum menarik dibahas

oleh penulis.

F. Metode Penelitian

“Penelitian adalah suatu metode ilmiah yakni melakukan suatu
penyelidikan dilakukan dengan seksama dan lengkap tentang bukti-bukti yang
diperoleh dari suatu permasalahan”.'® “Penelitian hukum merupakan suatu
proses untuk memperoleh data dan informasi mengenai norma atau kaedah
hukum, jika sesuatu materi dari hukum sudah diatur dalam suatu peraturan
perundang-undangan, dan aspek-aspek hukum/kebutuhan hukum masyarakat
tentang suatu materi yang belum diatur kemudian ingin diatur sebagai ius
constituendum”.** Untuk mendapatkan hasil yang diinginkan oleh penulis,

maka penulis menggunakan metode antara lain :

1. Metode pendekatan

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini
yaitu: yuridis empiris. Metode yuridis empiris merupakan suatu penelitian
yang dilakukan terhadap keadaan sebenar-benarnya atau keadaan nyata
yang telah terjadi dalam masyarakat dengan mengetahui dan untuk
menemukan fakta-fakta dan data yang akan dibutuhkan. Pendekatan ini

dilakukan dengan cara mempelajari dari bahan-bahan kepustakaan yang

13 Khudzaifah Dimyati dan Kelik Wardiono, 2004, Metode Penelitian Hukum, Surakarta:
Muhammadiyah University Press, Hal. 1

14 BPHN, Pengkajian Hukum tentang Kedudukan dan Peranan Penelitian Hukum dalam Proses
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, 1999, Hal.17
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menjadi bahan acuan seperti literatur dan juga hukum-hukum formal yang
berlaku serta penelitian ini dilakukan juga wawancara langsung kelapangan
kepada para pihak-pihak yang terkait.
2. Jenis penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu
deskriptif. Penelitian deskriptif ini memberikan gambaran tentang
efektifitas penerapan sanksi terhadap pelanggaran lalu lintas oleh anak
dibawah umur diwilayah hukum polresta surakarta.
3. Lokasi Penelitian
Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di Polresta Surakarta,
pengambilan lokasi ini penulis mempertimbangkan sumber data yang akan
diperoleh memungkinkan untuk dilakukan penelitian.
4. Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang diguanakan oleh penulis yaitu:
a. Data Primer
“Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung oleh
penulis secara langsung ditempat lokasi penelitian dilakukan, kemudian
data dikumpulkan dan diolah oleh penulis”.*® Sumber data primer ini
diperoleh oleh penulis dengan wawancara secara langsung kepada

pihak-pihak terkait dalam pihak kepolisian Polresta Surakarta.

15 Galang Taufani dan Suteki, Metodologi Penelitian Hukum, Depok: Raja Grafindo Persada.
2018. Hal.214
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b. Data Sukunder
“Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dalam bentuk
data yang sudah jadi dalam hal ini berupa publikasi atau laporan”.1®
Jenis Data sekunder yang digunakan oleh penulis antara lain :
1) Bahan Hukum Primer
a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
b) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
c) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia
d) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan
e) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Anak
f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2012
tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan
dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
2) Bahan Hukum Sukunder
Bahan Hukum sekunder yakni bahan hukum penunjang dari
bahan hukum primer seperti : literature, jurnal serta makalah-
makalah yang berkaitan dengan efektifitas penerapan sanksi
terhadap pelanggaran lalu lintas oleh anak diabwah umur diwilayah

hukum polresta Surakarta.

16 Supranto J, Metode Penelitian Hukum dan Statistik, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003, Hal.2
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3) Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum yang mendukung dari bahan hukum primer
maupun bahan hukum sekunder yakni kamus hukum dan kamus
Bahasa.
5. Metode Pengumpulan Data
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
sebagai berikuat :
a. Studi lapangan
Studi lapangan merupakan metode yang digunakan untuk
mengumoulkan data primer yang diperoleh dengan cara wawancara
dengan pihak-pihak terkait yakni Kepolisian di Polresta Surakarta.
b. Studi Kepustakaan
Studi Kepustakaan merupakan metode yang digunakan dengan cara
mempelajari, memahami serta menganalisis berbagai bahan pustaka
yang berkaitan dengan efektifitas penerapan sanksi terhadap
pelanggaran lalu lintas oleh anak dibawah umur diwilayah hukum
polresta Surakarta.
6. Metode Analisis Data.
“Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni
menggunakan metode analisis kualitatif, yakni pembahasan yang
dilakukan dengan cara menggabungkan antara penelitian kepustakaan
dengan penelitian lapangan dan menafsirkannya serta mendiskusikan

data primer yang telah didapatkan dan kemudian diolah sebagai sesuatu



15

yang untuh”.!” Metode analisis kualitatif ini bertujuan untuk
memberikan gambaran secara sistematis terkait dengan fakta dan

karakteristik objek yang teliti secara tepat.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian ini, maka
penulis menyusun sistematika dalam penulisan penelitian sebagai berikut :

BAB Pendahuluan terdiri latar belakang, rumusan masalah, tujuan
penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, jenis dan sumber data dan
sistematika penulisan skripsi

BAB Tinjauan Pustaka berisi tinjauan Tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan terdiri atas Pengertian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan
Peran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tinjauan umum tentang pelanggaran lalu
lintas yang terdiri dari Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas dan bentuk-bentuk
dari Pelanggaran Lalu Lintas, tinjauan umum tentang Anak, tinjauan umum
tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB Hasil Penelitian dan Pembahasan yakni menguraikan data yang
telah diperoleh untuk dianalisis.

BAB Kesimpulan dan Saran yang berisikan kesimpulan-kesimpulan
hasil analisis dari bab-bab sebelumnya dan saran untuk perbaikan dan

perubahan bagi pihak yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini.

17 exy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung:Tarsito. 2017. Hal.32



